© Menimbang ;-

Menglngat R

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU N
o NOMOR 2 TAHUN 2013 T
' | TENTANG |

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI—IA ESA

o BUPATI KAPUAS HULU

bahwa dalam rangka paya | menlngkatkan pelayanan R
" kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terWUJudnya' '

- kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas  maka
perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan angkutan =

orang dan barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan

umum yang disediakan oleh Pemermtah Daerah sebagal '
ternpat park1r, L _ _

-b. bahwa retribusi Pelayanan Park1r Di Tep1 Jalan Umum -
. merupakan salah satu’ sumber  pendapatan asli daerah

guna  membiayai pelaksanaan ~ pemérintahan . dan
pembangunan daerah; . o

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun

2006 tentang Retribusi Parkir Di Tep1 Jalan Umum perlu'.' S
.. diganti dan disesuaikan kembali; oL R

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga;mana dlmaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf- ¢ perlu membentuk

. Peraturan Daerah tentang Retnbum Pelayanan Parlqr d1

(N --Tepl Jalan Umum : SEC T

L :?Pasal 18 Ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk'_- N
. Indonesia Tahun 1945; :

S Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor ! 9), sebagai .

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan' Lernbaran Negara'
~ Republik Indonesia Nomor 1820); '
.~ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn
.Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun
- . ~1981 . Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_
.. Indonesia Nomor 3209);." .

L4 Undang—Undang ‘Nomor 32 Tahun : 2004 | tenta.ng’l_' "
.+ . Pemerintahan . Daerah (Lembaran ' Negara - Republik
-~ Indonesia Tahun 2004 Nomor- 125, Tambahan- L_er_nbgran

1



~ Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah « =
- beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang =~ =
_ Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas =
' Undang-Undang Nomor .32 . Tahun 2004 tentang =
Pemerintahan = Daerah . (Lembaran ‘Negara .Republik™ .~ . -
- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran..'
_ .-'Negara Repubhk Indonema Nomor 4844) A

. Undang—Undang Nomor 33" Tahun; 2004 tentang._ --
‘Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah - ‘Pusat dan

Pemerintahan Daerah  (Lembaran . Negara Republik

'Indonesia Tahun 2004 Nomior 126, Tambahan Lembaran
L -Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); R

_Undang-Undang ‘Nomor 38 “Tahun - 2004 tentang Ja—[an:;.':.
".(Lembaran ' Negara Tahun 2004 Nomor 132 ’i‘ambahan_" B
. Lembaran Negara Nomor 4444), v :

. Undang—Undang Nomor 22, Tahun 2009 tentang Lalu L1ntas S
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia .. -
Tahun 2009 Nomor 96, Ta_mbahan Lembara_n Negara .
Republik Indonesm Nomor 5025), '

. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak o
. ‘Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk s
-* Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran_ S

Negara Repubhk Indonesm Nomor 5049), o

. Undang Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang'

~ Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran .
Negara - Republik Indonesia’ Tahun 2011 Nomor - 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor R

'75243L

10.7

i, . 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -
" Pemerintah Nomor 58 Tahun' 20 10 tentang Perubahan Atas =
7" Peraturan'' Pemerintah  Nomor 27 Tahun: 1983 tentang . -
" Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. - -
L '(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2010 Nomor . = = -
90, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor__-_'_ I
 5145); -

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta_hun 1983 tentang.
Pelaksanaan  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana: = .

(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun' 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

.77 Angkutan -Jalan (Lembaran Negara Republik: Indonesia
- Tahun -1993 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara.-f
SR Repubhk Indcnesna Nomor 3527], T ol
" .12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang_"'_- —
"¢ Prasarana’ dan Lalu Lintas Jalan {Lembaran: Negara . = -

'Repubhk Indones1a Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan' o

' Lembaran Negara Nomor 3529)

Peraturan -Pemerintah Nomor 44 Taimun- 1993 tentang__ oL
' Kendaraan' ‘dan Pengemudi - (Lembaran Negara - Republik = .0
... Indonesia” Tahun 1993 Nomor . 64,. Tambahan Lembaran" S
o '-'-Negara Republlk Indonesm Nomor 3530) s e
Peraturan - Pemermtah Nomer 38 Tahun 2007 tentang"_'_;"-_.__-.
Pembagian. Urusan. Pemermtahan Antara - Pemerintah,

" Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemcnntahan Dacrah A
Kabupaten/Kota - (Lembaran ~Negara Republik = Indonesia " ..".

2 i



Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara--._

R Repubhk Indonesia Nomor 4737); . L o
o 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata'.f': '
. Cara Pemberian dan Pemanfaatan  Insentif Pemungutan -

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara:
-~Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

' Lembaran Ncgara Repubhk Indone31a Nomor 516 1), -

Dengan Persemjuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

'__MEMUTUSKAN-: C

_;':-___'Menetapkan 'PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BABT
KETENTUAN UMUM

i f.; Pasal 1

o i':_'Dal.am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan o

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

".:Pemermtah Daerah adalah Bupau ‘beserta perangkat daerah sebaga: unsur._.-_
o penyelenggara Pemenntahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ; '

.:Bupatl adalah Bupatl Kapuas Hulu

:Dewan Perwakllan Rakyat Dacrah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu : . :

o Dmas ada]ah Dmas Perhubungan, KomumkaSI dan Informatxka Kabupaten; .  : Lo
'_"3Kapuas Hulu i . S : . : : '

Pejabat adalah pegawa1 yang dlben tugas tertentu di bldang retnbum dacrah
- sesuai dengan peraturan Perundang—undangan yang berlaku BT

. "f'E'Kas Umum Daﬁrah adalah Kas Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu

Badan adalah suatu bentuk badan usaha ya.ng mehputl Perseroan Terbatas '
. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
. Badan Usaha- Mﬂlk Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan :
’ Perkumpulan 'Firma, Koperasi, Kong31, _ Yayasan atau - Organisasi yang - Y
“sejenis, Lembaga Da,na Pensnm, bentuk usaha tetap serta bent‘uk badan_
'.-_-.=usa_ha lalnnya R R SN s E

.':_'Kendaraan adalah suatu sarana angktlt d1 Jalan tcrdm dan kendaraan

bermotor dan kendaraan udak bermotor



10 Kendaraan ‘bermotor adala.h suatu sarana angkut d1 Jalan yang dlgcrakan_

B rel

e ) 11 Kendaraan tldak bermotor adalah setiap kendaraan yang dlgeraka.n oleh.";f’;:-.’

tenaga manuma dan/ atau hewan

oleh peralatan rnekamk berupa mesin selam kendaraan yang belj;a_la_n di atas-_'__-

 '- "12 Rambu lalu lmtas adalah baglan perlengkapan Jalan yang berupa lambang, S -
- "huruf, . angka, kahmat dan/atau perpaduan’ yang-: berfungsi . untuk - .
S rnenga.rahkan arus lalu hntas dan membata31 daerah kepentmgan lalu lmtas AR

L i--ff'f_13 Jalan adalah’ seluruh baglan jalan, termasuk bangunan pelengkap dan_*' IR

perlengkapannya yaug diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada’ pada
permukaan tanah, - diatas permukaan tanah, d1bawah permukaan tanahjj:_: ET

dan / atau aur, serta dlatas permukaan air, kecuah Jalan rel dan jalan kabel

e '-14 Parklr adalah kendaraan berhenu atau t1dak bergerak untuk beberapa saat -:-i-._.:' !

dan dxtmggalkan pengemudmya

s 'i' 15 Tempat Park1r Insedentﬂ adalah tempat parklr d1 tepl jalan umum' yang._-f:
' dzselenggarakan Pemerintah Daerah, Orang Pribadi dan/atau Badan secara .
- tidak. tetap atau tldak permanen karena adanya suatu kepentmgan atau'.-_

keramalan e

s 16 Tempat Parkn' d1 Tep1 Jalan Umum adala.h tempat yang berada d1 tep1 _]alan'_'-'- N

e umum - tertentu. dan telah d1tetapkan oleh Bupau sebaga1 tempat parer

kendaraan

o :__'-.:-_'-17 Marka Park1r adalah gans gans dltempat parklr yang menunjukan cara"i','. c

parklr

R 18 Rambu Parklr adalah tanda-tanda yang menunjukan tempat parklr

R 19 Karms Parklr adalah tanda bukti masuk tempat pa.rklr dan atau ta.nda buku .
T pembayaran atas pemakalan tempat parklr : R

20 Juru Parkir adalah orang yang d1tugaskan pada tempat parktr d1tep1 Jalan S
urnum Sl

2 1 Pengguna _]asa park.lr adalah setJap orang ataJ.l badan yang memperoleh Jasa " _- -' L

pelayanan parlnr

: -'_'22 Retmbum Daerah adalah pungutan daerah sebaga1 pembayaran atas jasa-
S atau pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan’ dan/atau- dzbenkan: R

oleh Pemermtah Daerah untuk kepentmgan orang pnbad1 atau badan

'_.23 Jasa umum - adalah _]asa yang disediakan atau dlbenkan oleh Pemenntah :
. Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum’ serta dapat-' e

d1n1kmat1 ora_ng prlbadl atau badan.

. 24 Wajib Retnbu31 adalah orang pribadi atau Badan yvang menurut peraturan
perundang-undang'm retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran '

retnbusx termasuk pemungut atau pemotong retrlbu31 tertentu

25 Masa Retnbum adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas‘:'* L
- waktu bagi Wa_]lb rembusx untuk mcmanfaatkan _]asa dan penzman tertentuf ) IRCTRE

dan Pemenntah Daerah o




:_-..26 Surat Setoran Retnbum Daerah, yang Sclan_]utnya dlsmgkat s SRD adalah-'_':

~bukti pembayaran -atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan .

" . 'menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lam ke kas daerah_,_ I L

='me1a_lm tempat pembayaran yang dltunjuk oleh Bupatl

T

. hgg

_'_:Surat Ketetapan Retnbum Daerah yang selan;utnya dasmgkat SKRD adalah : S
.. .- .surat ketetapan retnbu51 yang menentukan besarnya _]umlah pokok rctnbusf AR
yang terutang . el

- 'Surat Ketctapan Retnbus1 Daerah chlh Bayar yang selan_]utnya d1smgkat_’-_ S
-~ SKRDLB, ' adalah surat . ketetapan retribusi yang - menentukan jumlah .
L ""_;j'_"-keleblhan pembayaran retnbus1 karena jumlah kredit retnbum leblh bayar'.-f
dan pada retrlbu51 terutang atau seharusnya terutang ' SRR

o _-Surat Taglhan Retr:bus: Daerah yang seian_]utnya dlsmgkat STRD adalah :_ :. B
. -surat. untuk - melakukan taglha_n retribusi dan / atau sank81 admmlstrasl'"i' S

o "retnbum dan / atau denda !

' 31.

Pemerlksaan adalah serangkman kegiatan menghnnpun dan mengolah data SR
. keterangan, danjatau bukti yang dilaksanakan secara obyektif d.an'::_
 profesional berdasarkan 'suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah - ..
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan_' S

peraturan perundang—undangan perpaja.kan daerah dan retnbus1 daerah

Penyldlkan tmdak pldana d1 bidang perpajakan daerah dan retnbu31 adalah

 serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
-~ mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang perpa_]akan daerah dan retribusi yang texjadl serta menemukan'

R _tersangkanya

32. -
- SKRD - ataut dokumen lam dan SKRDLB. yang dlmnjukkan oleh Wa_ub" o

Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

BRI retnbus1

3.

J asa adalah keglatan Pcmenntah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang-

T menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
L dmlkmatl oleh orang pnbad1 atau Badan.

a4,

Dengan ‘nama Retnbum Pelayanan Parkir d1 Tep1 Jalan Umum, dlpungut'_'  : :
‘Retribusi atas pelayanan parklr di: tep1 jalan umum yang dlbenkan oleh_

Pemungutan adalah suatu rangkauan keg1atan mula_l dari penghunpunan O
data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang = .
. -sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta.
pengawasan penyetoran. oo L L

. BABII
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pemenntah Daerah



Pasal 3

- -_'Objek rctnbus1 adalah penyedlaan _]asa pelaya,nan park1r bagl kendaraanl._;- .
' angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir ditepi jalan umum yang = -

.. ditentukan oleh Pemerintah - Daerah sesuai - dengan ketentuan peraturan--_--"- B

- :__perundang—undangan S

Pasal4 :

'_-:.[1) Subjek retrlbus1 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan'_"; S

atau memkmatl jasa pelayanan parkir ditepi JaIan umum.

'(2) Subjek ret:r1bus1 sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) mcmpakan Wajlb

e g Retnbus:t i

. BABII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

e Rembus1 pclayanan park1r d1 tep1 _]alan umum dlgolongkan Sebagal retnbu81 Jasa'f"- :
"--_’_umum ' . _ Tl

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA N

Pasal 6

(1) ngkat penggunaan Jasa pa,rklr di tcpl Jalan umum dlukur berdasarkan_'_'_-:
- zona/lokasi parkir, tmgkat kepadatan lalu hntas, frekuenm pemakalan dan

 jenis kendaraan.

(2) Ketentuan lebih’ lahjut mengenal penentuan zona/ loka51 parklr d1 tep1 _]alan'-- o e
. umum dan tingkat kepadatan lalu lintas sebagau‘nana dlmaksud pada ayat R

(1) dltetapkan dengan Keputusan Bupati,
. BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PEN ETAPAN
STR_UKT_UR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

| Pnns1p dan sasaran dalam’ penetapan struktur. serta besarnya tanf retnbus:l

didasarkan untuk menutup biaya pengadaan, marka, rambu-rambu, serta biaya "~

" operasional pengaturan parkir ditepi jalan umum, dengan mempertlrnbangkan S

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

.+ - BABVL
STRUKT UR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

' Pasal 8
T Struktur dan besarnﬁra tarif ditetapkan sebagai b'e‘rikfut':

- a Zona, dan tingkatrkepada:ltan lalu lintas sedang :



NOmOr Jenls Kendaraan Bermotor N Tanf

__.'_1,'-;. ;'Kcndaraan Berrnotor Roda 6 (cnam)' -RP 15 000_:.. - R
"i"'ﬁ-'fatauleb1h 4 - | P I

2 Kendaraan Berfnotor Roda 6 [enam] o RP -7_-'.509?'_.'

o 3 Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp. 5%000;'7__ -'

'3 4 Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) | Re 1'.70__00;'

- 'b. Zona dan tinglcat kepad'ét'an‘lalu tintas rendah :

' Nomor: Jems Kendaraan Bermotor E 7 Tarif
- 1. [Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) - Rp. 10.000,-
- atau Ieblh L B

. o 2. Kendaraan Berrnotor Roda 6 (enarn) 1 Rp. A5.070_0,-' i

| 3. Kenda:aan Bermoto,r Roda 4 (empat)r" : Rp 3.000,- :

4_." o Keﬁdéfaan VBerm(')'tor Roda 2 (dﬁa) : 1 ‘Rp.r" 1.000,- |

Pasal 9
(1] Tanf retnbum dltmjau kemball paling lama 3 [ttga) tahun seka_h

A(2) Pemnjauan tarif retrlbu51 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan :
" dengan memperhatlkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. "

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif sebagalmana dlrnaksud

pada ayat (2] d1tetapkan dengan Peraturan Bupatl

- .~ BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

e : -__RetnbuSI dlpungut d1 w11ayah Kabupatcn Kapuas Hulu.

_ 'BAB VIII ‘
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

| Pasal 11

DK ; Saat retrlbu51 terutang adalah pada saat dltetapkannya SKRD atau dokumen lam =

S "yang dlpersamakan



BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
- Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dommen lain yang
d1persamakan

o 2) Dokumen 1a1n yang dlpersamakan sebagamlana dlmaksud pada ayat (1
dapat berupa karc1s atau kartu langganan .

Bagian Kedua.-
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran retnbu31 dilakukan langsung kepada petugas’ pemungut dengan -

- menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan

o '(2) Pembayaran retnbus1 dllakukan palmg lambat pada saat pclayanan parkn‘ .
3 selesa1 digunakan. - : B

'(3] Ketentuan mengena_l bentuk, isi dan tata cara penerbltan SKRD atau

“dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

( 1) Setlap pernbayaran retrlhum dlcatat dalam buku penenmaan

@ Penenmaan retnbusn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dlsetorkan

ke kas Daerah oleh Bendahara Penerima palmg lambat 1x24] _}am
e .[3) Ketentuan leblh lan_]ut mengenai bentuk isi, kualitas dan- ukuran buku
“diatur dengan Peraturan Bupan ' , RER ,
Bagian Ketiga

Keringanan Pembayaran -

~ Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retnbum berupa .

_ angsuran atau penundaan pembayaran.

(2) Pemberian keringanan pembayaran retnbu31 sebagalmana dnnaksud pada SR

~ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retnbum

- (3) Ketenman mcngenau tata cara pcmbenan kermganan pembayaran I‘Ct[‘lbl.lSl _' v
. sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupatt '



. BAB X -
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- Dalam hal W&Jlb'rembﬁsitldak ‘membayar tepat pada Waktﬁnya""éitaﬁ kurang L

"-_3membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga -sebesar 2% (dua =~

o ‘persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dxbayar dan dltaglh

- o dengan menggunakan STRD

: BAB XI
 PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

:'.':'-: (1] Apabﬂa wa_ub retribusi tldak membayar atau kurang membayar retnbusL I

~ yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran Bupati atau Pe_]abat
- yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang T

dengan menggunakan STRD atau surat lam yang se_]ems

@) Pengcluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagal awal tmdakan'

pelaksanaan penagihan retribusi dlkeluarkan segera setelah 7 (tujuh) harl_ T

e se_]ak Jatuh tempo pembayaran

'(3) Penaglhan retnbum terutang sebagalmana d1maksud pada ayat (1] dxdahulm -
~ dengan Surat Teguran : s

' (4] Ketentuan lebih lan_}ut mengenau tata cara pelaksanaan penaglhan retnbum
dlatur dengan Peraturan Bupa‘a _

. BABXII
“* KEBERATAN

Pasal 18

_( 1) Wa_]lb retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupat1 atau pejabat . Dt

yang dltunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

.' (2) Keberatan dxa;ukan secara, tertuhs dalam Bahasa Indonema dengan dlserta.l__. e

S alasan alasan yang Jelas

| (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi R

"..wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan

S retribusi tersebut

. “:.'.(4j_:'Keberatan harus dlajukan dalarn Jangka waktu palmg lama 2 (dua) bulan_".. o

- sejak tangga.l SKRD atau-dokumen lain yang dlpersamakan diterbitkan,
kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka ' -~ -
waktu 1tu udak dapat dlpenuh1 karena keadaan dlluar kekuasaannya IERR R A

o (5) _Keberatan yang tldak memenuhl persyaratan sebagmmana dlmaksud pada" e

“ayat (2) dan ayat (3) ‘adak dlanggap sebagal surat keberatan sehmgga ’udak_ ;.-:3

R '-.f_'_dxpertlmbangkan _



(6] Penga_]uan keberatan t1dak menunda kewajlban membayar retnbus1 dan :'

pelaksanaan penaglhan retnbum

Pasal 19

R ::."(1) Bupatl dalam ]angka Waktu pahng Iama 6 (enam) bulan SCjak tanggal surat._

| m._'__:"_dengan mencrbltkan Surat Keputusan Keberatan.

| (2) 'Ketentuan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk- memberlkan-: SRR

' keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan. yang dlajukan'_

7 Kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang dla_]ukan ha.rus- - ._
L :-.dltetapkan dengan Keputusan Bupati. _ o T

N (3) Keputusan Bupat1 atas keberatan dapat berupa menerima seluruhIIYa atau o

: sebaglan, menolak atau menambah besarnya retribusi yang temtang

(4 Apabila dalam jangka wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan’ Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang dlﬂ_]l.lkal’l = o

K tersebut dapat dlanggap dikabulkan.

‘Pasal 20
S Jika pehgaj'uan' keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
~ - pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar -
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ,
{2) Imbalan bunga sebaga_lmana dimaksud pada ayat (1) dlhltung sejak bulanr,
pelunasan sampal dengan dlterbltkannya SKRDLB E
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2 1

‘.(l) Atas. kelebihan pembayaran retribusi, Wajlb retnbus1 dapat mengajukan.-;ﬁ"_' e ;':

pcrmohonan pengembahan kepada Bupati.

f:(2) Bupat1 dalam _]angka waktu paling lama 6 (enam) bulan selalc dltcnmanyaf:j P

permohonan - pengembalian “kelebihan pembayaran retribusi scbaga;mana

N dlmaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan

B "”-'_5';_3_:!_:'_(_3]%ZApablla dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah-"if i

" dilampaui . dan Bupati tidak memberikan < keputusan, permohonan -

R dalam Jangka waktu pahng lama 1 (satu) bulan.

Kie j.-i.' (4) ,‘ Apablla wajlb retribusi mempunyai - utang retnbus1 lainnya, keleb1han L

' .::""-'::"'pengembahan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus d1terb1tkan S

- pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langs ung'_; i i

L -'__-dlperhltungkan untuk melunas1 terlebih dahulu utang retnbum tersebut

(5) . Pengembahan kelebihan' pembayaran retribusi sebagalmana ditnaksnd pada-- ) -
... rayat (1) dilakukan dalam _]angka waktu pahng la_ma 2 (dua) bulan se_}ak e

S tanggal dlterbltkannya SKRDLB
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(6) Apablla pengemballan pembayaran retrlbu31 dllakukan setelah lewat Jangka"_ .
. waktu 2 (dua) bula_n Bupatl memberikan 1mbalan bunga 2% (dua persen)':'_ R

sebulan

Pasal 22

';'5(1) Permohonan pengembahan keleblhan pembayaran retnbu51 d1ajukan secara?-l_}.-"’:; _:. _

_ tertuhs kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
A nama dan alamat wajib retnbu51 .
b masa retribusi; :

.c. besarnya kelebihan pembayaran

d alasan yang smgkat dan Jelas

o "_'ﬁ.':.:'::f:.(Z) Permohonan pengembahan "kelebihan pembayaran retr1bus1 dlsampalkan:”fu_;: '.

secara Iangsmg atau melalui pos tercatat.

(3) Bukn penenmaan oleh pejabat daerah atau bukt pengmman pos tercatatf'

meru.pakan bukt1 saat permohonan diterima oleh Bupatl

"Pasal 23

| ( 1) Pengembahan kelebxhan retribusi  dilakukan dengan menerbltkan surat
permtah membayar kelebihan retnbusa : .

: "(2) Apablla keleb1han pembayaran retribusi dlperhlmngkan dengan utang.

retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara permndahbukuan dan'
o bukt1 pemlndahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BABXIV '
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 5

-Pasal 24

o (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi rﬁcnjadi kedéluwarsé '“'setelzih

‘melampaui _]angka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

o retribusi kecuali apabila’ wajzb retnbum melakukan tmdak pldana d1 bldang :

L retribusi.

-'g.(2)'Keda1uwarsa penaglhan retnbUSI sebagaunana dunaksud pada ayat (1).7 ) o

"~ - tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran atau

S '_:_:- b. ada pengakuan utang retnbum dan wajib retrlbum ba1k langsung maupun_._-: e

udak langsung

| (3)Dalam hal dlterbitkan Surat Teguran sebagalmana dimaksud pada aYat (2),:- PR

S i huruf-a, kedaluwarsa penaglha,n dlhltung sejak tanggal dltcrlmanya Surat-"_ a
.~__"_Teguran tersebut , o et

(4) 'Pengakuan utang retnbus1 ‘secara langsung sebagalmana dimaksud pada' 5
"~ ayat {2} huruf b adalah wapb retribusi dengan kesadarannya menyatakan -~ -
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasmya kepada PRI

'Pemenntah Daerah
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_ (5) Pengakuan utang retr1bus1 secara tldak langsung sebagalmana dnnaksud o

" pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan’ angsuran
-+ atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wa_]lb ‘
R retnbus1 . : . : = g '

. Pasal25

(1] Plutang retrlbus1 yang tldak ml.mgkm d1tag1h 1ag1 karena hak untuk
' melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dapat dlhapuskan _

. __(2] Bupau _ menetapkan Keputusan Penghapusan Retr1bus1 yémg’ .sudah
_ kedaluwarsa sebagalmana d11naksud pada ayat (1) " :

yang sudah kedaluwarsa dlatur dengan Peraturan Bupatl

_ BABXV
PEMANFAATAN

. Pasal 26

s ."(1) Pemanfaatan dan penenmaan retribusi sebaglan dlkembahkan kepada Dmas |

dlgunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung . ‘dengan -
pelayanan parklr di tcpl Ja.lan umum yang penggunaannya diatur oleh
Bupatl :

' (2) Ketentuan leblh lanjut mengenal alokasi pemanfaatan penenmaan Retribusi
L sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
" BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
~ Pasal 27

e (1] Instan31 yang' melaksanakan pcmungutan Re’mbusx dapat chben msentn' atas-_ o
' dasar pencapalan kinerja tertentu _

S (2) Pembenan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
- peraturan - perundang-undangan yang berlaku, dan dltegapkan melalul ‘
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . . o :

."..'---_(3) Ketentuan leb1h lanJut mengenal tata cara pembenan dan pemanfaatan

S insentif sebagalmana d1maksud pada ayat (1) chatur dengan Peraturan
Bupau ' : ' .'

‘ . BaBXVI
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28
Pembmaan Pengawasan dan Pengendahan Peraturan Daerah ni dltugaskan
_kepada Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat bekexjasama dengan 1nstans1 -

terkait.
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o PENYIDIKAN;_-':. T -

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawal Negen Slpll di ngkungan Pemenntah Daerah dlben
- wewenang khusus sebagm Penyidik untuk melakukan Penyldzkan tindak. .
- pidana d1b1dang retribusi’ daerah sebagalmana dlmaksud dalam Undang—'-_

el Undang Hukum Acara Pldana

. (2) Wewenang penyidlk sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ada.lah

.- a&. menerima, niencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan-_:- '
 berkenaan dengan  tindak pidana -dibidang retribusi- daerah agar.‘_ [

A keterangan atau laporan tersebut men_]adl lebih lengkap dan _]elas

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi .
.- atau. badan tentang ‘kebenaran perbuatan yang dllalmkan sehubunganj_

“dengan tindak pidana retribusi;

. '"I"':--:..:""'_':C_-.memmta keterangan dan bahan bukti bagl orang Pl‘lbadl atau badan':__:"_:_: S

CeoET sehubungan dengan tindak pidana retribusi; N
‘d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen~dokumcn laln- L
" berkenaan dengan tindak pldana di bidang retr1bus1, S -

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan’ bukti pembuk'uan,; - .
. pencatatan - dan “dokumen-dokumen lam serta melakukan penyltaan.f._- Ce

L " terhadap ‘bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkan: -

B _"'tmdak pidana di bidang retribusi;

R g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menmggalkan ruangan_ _
. atau’ tempat pada saat pemcnksaan sedang berlangsung dan memeriksa © .
_".identitas orang dan / atau dokumen yang d1bawa sebagalmana dlmaksud S

- e pada huruf e;
o _h.'-_memotret seseorang berkaltan dengan tlndak pldana retnbus:

- i, memanggil orang untuk- dldengar keterangannya dan dlpenksa sebagai_

REE ':-_tersangka atau saksi;
e T j;"_imenghentlkan penyldlkan : e el o
. k. melakukan- tindakan: penyehdlkan lam yang perlu untuk kelancaran'_.__'_'

"-__.'_penyldlkan tindak pidana di bidang retnbu31 menurut hukum yang dapat_.." SR

dlpertanggl;lng}awabkan :'

S (3) Penyldik sebagalmana dlmaksud pada ayat (l] membentahukan dmlulamya_.-'--

R i peny1d1kan dan menyampaJkan hasil penyldlkannya kepada Penuntut Umum B _
" © 7 melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan S
_ ketentuan yang dlatur da.lam Undang—Undang Hukum Acara Pldana e o

BAB XIX ;
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

('1)' Wa_]lb Retnbu31 yang tldak melaksanakan kewajlbannya sehmgga meruglkan :
© - keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3. (tiga) bulan atau

denda palmg banyak 3 (tlga) kah 3umlah Retnbum terutang ya.ng tldak atau';': el

(2) ’I‘mdak pldana sebageumana dlmaksud pada ayat (1) adala.h pelanggaran

13
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 BABXX
KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 30

" Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaki maka Peraturan Daerah - S
R Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi- Parkzr di Tep1 B

R _' : ____Jalan Umum. dan dlcabut dan dmyatakan t:tdak berlaku.

Pasal 31

o Pératufaii Déérah ini mulai beriaku pada tanggal diundahgkan

L Agar setxap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peramran |

“Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Kﬂpuas -

S _:'i- - Hulu

 Ditetapkan di Putussibau
- pada tanggal 11 Januari 2013
'BUPATI KAPUAS HULU, =

‘A. M. NASIR

7 : Diﬁnda‘ngkan di Putussibau -
“pada tanggal 14 Januari 2013

o :.-_SEmETARIS.._:.DA'ERAH KA U_PATEN KAPUAS HULU,

MU MAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
~ NOMOR 2.
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PENJELASAN
B ATAS R
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
- NOMOR TAHUN 2013
= . TENTANG HRREIE
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM L

- % Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang =
... Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta: : = -

... Petunjuk Pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini mengatur Retribusi ...
o Pelayanan Parkir di Tep1 Jalan Umum wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.. - .

Ketentuan tarlf sebagalmana di atur dalam Peraturan Daerah ini dlsesua_tkan* -

dengan kondisi perkembangan perekonomian rnasyarakat dewasa ini dan - _.
bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerimaan Retribusi Pelayanan -

 Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut dapat memberikan dukungan

: Dengan beflakunya Peratﬁi‘an Daerah ini diharapkan dapat ‘dlcapai o
.. keseimbangan antara -jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
-+ Kabupaten Kapuas Hulu dengan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Park1r

o d1 Tep1 Jalan Umum : : '

L Pasal 2

e _ -,Pésa14

REL Pasal 5

S Yang dlmaksud dengan zona [ loka31 parklr adalah tempat khususl R :
IR :3_ parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang sudah dltentukan'
L __oleh Pemenntah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ' o

) Pa_sal 3.

pemb1ayaan untuk pelayanan dan penyediaan fa3111tas parklr di tep1 Jalan;, S
zumum L

i.PASAL DEMI PASAL

Cukup Je;la.s. |
Cukupl_]elés.
Cukupjelas_ﬁ.._ |
~ Cukup Jelas

Cukup ]elas

_Yang dimaksud dengan tmgkat kepadatan lalu hntas adalah Jumlah o
kendaraan bermotor yang parker pada lokasi parker yvang sudah e

‘- dltentukan

N -_"'__Yang dlmaksud dengan _]enls kendaraan adalah kendaraan bermotor= 2

_' roda dua roda empat dan roda enam.

Pasal?

Cukﬁp Jelas  ':: e :
15



Pasal 8 S
Ayat(l) : - Lo IR R
;_'-Penetapan tanf retribusi pa,rklr di tepi _]alan umum untuk suatu'_'” o
" kawasan yang rawan kemacetan bertujuan mengendallkan'_'__:?--'
'tmgkat penggunaan jasa parkir agar - tidak . menghalangi - -
kelancaran - lalu lintas sehingga penetapan ‘tarifnya dapat -
~ ditetapkan lebih tinggi danpada di tepl jalan umum yang kurang_'. R
' rawan kemacetan. - i
Ayat 2) .
" Cukup Jelas
e '-:',_'Pasal 9 o
S Cukup Jelas o
. Pasall0 .
S Cukup Jelas _
.. ‘Pasal 11

 Contoh dokumen Iam yang deersamakan antara Ialn adalah berupa
karc1s park:lr atau kartu langganan

Pasal 12 S
Cukup Jelas
Pasal 13~
- ' Cukup jelas
: '-Pasal 14 N
. Cukup Jelas
Pasal 15 - '
, Cukup jelas
Pasal 16 = . . -
, Cukup Jelas
- "Pasal 17 =
Cukllpjelas' S
e Pasal 18 S
- Pasal 19 R
o Cukup jelas
- . Pasal20 .
, Cukup jelas
' Pasal 21 -
- Cukupjelas
Pasal 22 - e
- Cukup jelas
Pasal 23 - - .
B Cukup _]elas--
'_'-_Pasal24 T
-Cukup jelas
R -___Pasal 25 '
.. Cukup jelas
"'73-."Pasal 27 _—
Ayat (1]

, j penerimaan - retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapalan target-___.:'- ":_: '_

Pendapatan dan Belanja Dacrah yang dljabarkan secara trlwulan s :-:."j o

: dalam Pcraturan Bupat1
Ayat (2)

Peraturan Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara"--- S

" Pemberian dan ‘Pemanfaatan Insentlf Pemungutan PaJak Daerah S -

dan Retnbum Daerah B
. _ 16



',[Pasal 28 S

S PR Cukupjelas”;-

Pasal29

R Cukupjelas.
" Pasal 30 :

S .7 Cukup jelas
0 Pasal 31 S
R Cukupjelas '

o --'Pasal 32 :

R Cukupjelas RS
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